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KECAMATAN SINGOROJO KABUPATEN KENDAL
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NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG

HASIL VERIFIKASI DAN VALIDASI DATA PERCEPATAN PENSASARAN
PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTRIM (P3KE) DESIL 1 -3

Menimbang

Mengingat

Loa.

s 1%

KEPALA DESA NGAREANAK,

bahwa berdasarkan ketentuan Diktum Ketiga angka 30
huruf b Intruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Percepatan  Penghapusan Kemiskinan = Ekstrim,
Bupati/Walikota untuk menetapkan data sasaran
keluarga miskin ekstrim berdasarkan hasil musyawarah
desa/kelurahan yang dibuktikan dengan berita acara
musyawarah desa/kelurahan;

bahwa berdasarkan Berita Acara Musyawarah Desa
Ngareanak Nomor : 460/ 152 /2023 tanggal 10 April 2023
tentang ' Verifikasi dan Validasi Data Percepatan
Pensasaran Penghapusan Kemiskinan Ekstrim (P3KE)
Desil 1-3 Desa Ngareanak Kecamatan Singorojo;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan
Peraturan Kepala Desa Ngareanak tentang Hasil Verifikasi
dan Validasi Data Percepatan Pensasaran Penghapusan
Kemiskinan Ekstrim (P3KE) Desil 1-3 Desa Ngareanak

Kecamatan Singorojo;

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah ~ Kabupaten  dalam

Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965
tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il Batang dengan
Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 126, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang
Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia nomor 5235);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
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10.

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5657);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang
Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang
Sinkronisasi Proses Perencanaan Dan Penganggaran
Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran
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Negara Republik Indonesia Nomor 4405);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Repulik Indonesia Nomor 6322);

12. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor
15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan
Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun
2015 Nomor 199);

13. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang
Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
(Lembaran Negara Republik Indoensia Tahun 2014 Nomor
341); 12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 10);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

15.Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

16. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 30
Tahun 2022 tentang Penetapan Sumber dan Jenis Data
Dalam Upaya Percepatan Penghapusan Kemiskinan
Ekstrem;

17.Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32
Tahun 2022 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan
Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
17. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 33
Tahun 2022 tentang Satuan Tugas Pengelolaan Data
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18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Pensasaran  Percepatan  Penghapusan  Kemiskinan
Ekstrem;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun
2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
157);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan di Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
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25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman
Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan
Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 159);

Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal,
dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 tentang
Pendampingan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 160);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 4 Tahun 2011
tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Kendal
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor
4 Seri E No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Nomor 68);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2016
tentang Penetapan Desa di Kabupaten Kendal (Lembaran
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 1 Seri E No.
1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor
152);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2016 Nomor 6 Seri E No. 3, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2023
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kendal Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten kendal Nomor 227);

Peraturan Bupati Kendal Nomor 16 Tahun 2016 tentang
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Menetapkan

Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Kendal (Berita
Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 16 Seri E
No.15);

34, Peraturan Bupati Kendal Nomor 38 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten
Kendal Tahun 2020 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

: PERATURAN KEPALA DESA NGAREANAK TENTANG HASIL

VERIFIKASI DAN  VALIDASI DATA  PERCEPATAN
PENSASARAN PENGHAPUSAN KEMISKINAN EKSTRIM (P3KE)

DESIL 1-3

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi
kewenangan daerah otonom.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu
perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Desa.

4, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

5. Lembaga Kemasyarakatan Desa adalah lembaga yang
dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan
dan merupakan mitra pemerintah desa dalam
memberdayakan masyarakat.

! Dipindai dengan |
i & CamScanner’|


https://v3.camscanner.com/user/download

6.

10.

11.

12.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang
memiliki batas wilayah yang berwenang untuk
mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan
prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Desa adalah peraturan perundang-
undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah
dibahas dan  disepakati  bersama  Badan
Permusyawaratan Desa.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang
selanjutnya disingkat APB Desa, adalah rencana
keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD
adalah  rekening tempat menyimpan uang
Pemerintahan Desa yang menampung seluruh
penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh
pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama
lain adalah musyawarah antara Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang
bersifat strategis.

Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi
ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi
kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi
layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan
akses informasi terhadap pendapatan dan layanan
sosial.

Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem
(PPKE) adalah upaya yang terarah, terpadu, dan
berkelanjutan yang dilakukan pemerintah,
pemerintah daerah, dan/atau masyarakat dalam
bentuk  kebijakan, program dan  Kkegiatan
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pemberdayaan, pendampingan, serta fasilitasi untuk
memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara.

13. Data Pensasaran Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem (P3KE) adalah kumpulan
informasi dan data keluarga serta individu anggota
keluarga hasil pemutakhiran Basis Data Keluarga
Indonesia (Pendataan Keluarga Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional/PK-BKKBN 2021)
di setiap wilayah pemutakhiran (RT/Dusun/RW) dan
setiap tingkatan wilayah administrasi
(desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota,
provinsi dan pusat) yang tersimpan dalam file
elektronik dan sudah divalidasi NIK oleh DUKCAPIL
serta memiliki status kesejahteraan (Desil).

BAB II
PENSASARAN PERCEPATAN PENGHAPUSAN

KEMISKINAN EKSTREM (P3KE)

Pasal 2

Seseorang dikategorikan miskin ekstrem jika biaya
kebutuhan hidup sehari-harinya berada di bawah garis
kemiskinan esktrem; setara dengan USD 1.9 PPP
(Purchasing  Power  Parity). PPP  ditentukan
menggunakan "absolute poverty measure" yang
konsisten antar negara dan antar waktu.

Atau dengan kata lain, seseorang dikategorikan miskin
ekstrem jika pengeluarannya di bawah Rp.
10.739/orang/hari atau Rp. 322.170/orang/bulan
(BPS,2021). Sehingga misalnya dalam 1 keluarga terdiri
dari 4 orang (ayah, ibu, dan 2 anak), memiliki
kemampuan untuk memenuhi pengeluarannya setara
atau di bawah Rp. 1.288.680 per keluarga per bulan
(BPS, 2021)
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Pasal 3

Indikator Data Pensasaran Percepatan Penghapusan
Kemiskinan Ekstrem (P3KE) meliputi :

Status Kepemilikan Rumabh;

Simpanan Uang/Perhiasan/Ternak/Lainnya;
Jenis Atap;

Jenis Dinding;

Jenis Lantai;

Sumber Penerangan;

Bahan Makar Memasak;

Sumber Air Minum,;

Fasilitas Buang Air Besar;

10. Resiko Stunting;

11. Bantuan yang diperoleh;

12. Padan NIK Capil.

ool e, B - R A g

Pasal 4

Percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem secara
tepat sasaran dilakukan melalui strategi kebijakan
yang meliputi:

e Pertama, pengurangan beban pengeluaran
masyarakat melalui pemberian bantuan sosial,
jaminan sosial dan subsidi yaitu kelompok
program/kegiatan.

« Kedua, peningkatan pendapatan masyarakat melalui
pemberdayaan masyarakat.

o Ketiga, penurunan jumlah kantong-kantong
kemiskinan melalui pembangunan infrastruktur

pelayanan dasar.

Program penghapusan kemiskinan ekstrem
memerlukan data terkini dan memiliki pemeringkatan
status/tingkat kesejahteraan bagi seluruh penduduk
dilengkapi nama dan alamat. Selanjutnya, data
tersebut menjadi rujukan sasaran intervensi seluruh

program. Selama belum tersedianya data yang
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termutakhirkan dan memiliki  pemeringkatan
status/tingkat kesejahteraan bagi seluruh penduduk,
maka dapat menggunakan data Pensasaran Percepatan
Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE).

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku mulai sejak
tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan

penempatannya dalam Berita Desa Ngareanak.

Ditetapkan di Ngareanak

Diundangkan di Ngareanak
Pada tanggal 10 April 2023

Sekretaris Desa Ngareanak
M ’V<

UDIAWAN,S.T

BERITA DESA NGAREANAK TAHUN 2023 NOMOR 04
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